ABSTRAK

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Perumahan berkaitan erat dengan tanah
dan bangunan yang disebut dengan properti. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk
di Indonesia, maka kebutuhan terhadap rumah akan meningkat dan semakin banyak juga
lahan yang dibutuhkan. Oleh karena itu, muncul pembangunan perumahan sistem rumah
susun. Pemenuhan kebutuhan akan rumah membuat banyak muncul perusahaan
pembangunan perumahan yang disebut dengan developer dengan membangun perumahan
sistem rumah susun. Pembangunan perumahan sistem rumah susun ini menjadi bisnis di
bidang properti yang sangat menjanjikan. Namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, developer tidak dapat melakukan perjanjian
pendahuluan yaitu perjanjian pengikatan jual beli sebelum memenuhi persyaratan kepastian
atas status kepemilikan tanah; kepemilikan ljin Mendirikan Bangunan (IMB); ketersediaan
prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) ;
dan hal yang diperjanjikan.Ketentuan inimenjadi masalah bagi developer.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang
digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau
data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Penelitian normatif
tersebut dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, seperti: peraturan
perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi konsumen dalam
perjanjian pengikatan jual beli dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rumah Susun, dapat disimpulkan bahwa sebelum lahirnya undang-undang tersebut,
developer bertanggung jawab untuk menyerahkan objek perjanjian sesuai dengan yang
diperjanjikan dan mengurus segala persyaratan dan perijinan yang diperlukan sebelum
membangun apartemen dan sesudah lahirnya undang-undang tersebut, developer harus
memenuhi persyaratan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli terlebih dahulu sebelum
melakukan pengikatan dengan konsumen untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan
konsumen, serta perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi konsumen yang terlibat
dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah setiap konsumen yang dirugikan dapat
menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Apabila dinyatakan tidak berhasil, maka gugatan dapat ditempuh melalui pengadilan.

Kata Kunci :perlindungan hukum, konsumen, dan perjanjian pengikatan jual beli.

iv Universitas Kristen Maranatha



Juridical Review of Legal Protection For Consumers in a Binding Sale and Purchase
Agreement Associated With Act No. 20 about Apartment

Sri Rejeki Meliva Sibuea
0987031

ABSTRACT

Residential are basic human needs and closely related to land and building which is called
by property. Along with an increase in the number of people in Indonesia, hence the need for
the houses will also increase and more land also required. Therefore appear apartment
development home systems. The fulfillment of the needs of houses makes a lot of housing
development companies appeared which is called the developer, by building housing system
of apartment. The residential development business was into the business in the field of
property that is very promising for the developer. But after the issuance of Act number 20 in
2011 about apartment, the developers could not perform a preliminary agreement which is
binding sale and purchase agreements before the eligibility status of certainty of land
ownership; ownership of the building permit (IMB); the availability of infrastructure, public
utilities and facilities; the construction at least 20% (twenty percent); and things as promised.
These conditions are certainly obstacles to company developer.

This research is the juridical normative research, because research method is qualitative,
then the data needed is secondary data or libraries data and legal documents in the form of
legal materials. Normative research done by researching library or secondary data, such as:
regulations, laws theories and opinions of leading legal scholars.

Based on the results of research on legal protection for consumers in a binding sale and
purchase agreements associated with Act No. 20 in 2011 about apartment, it can be
concluded that prior to the inception of the Act developers are responsible for handing over
the objects in accordance with the agreement enforced by and process all the conditions and
permits that required before constructing the apartment, and after the inception of the Act,
developers must meet the requirements of making binding sale and purchase agreement first
before doing the binding with consumers in order to ensure legal certainty and consumer
interests, as well as the legal protection, that can be given to consumers who are involved in
the binding sale and purchase Agreements (PPJB) that any consumer disadvantaged can sue
industry through the institution in charge of resolving disputes between consumers and
business players through the agency for consumer dispute resolution (BPSK). If expressed
not succeed, then a lawsuit be pursued through the court.
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